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ABSTRAK 

Desa Kadubelang, yang terletak di Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, 

dikategorikan sebagai desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 

tahun 2023. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran 

hukum, keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya partisipasi masyarakat, serta 

lemahnya kelembagaan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kesiapan teknologi dalam mendukung 

pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif melalui survei kepada 50 responden yang mewakili berbagai 

unsur masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum 

masyarakat tergolong rendah dengan rata-rata skor 2,3 dari skala 4.0, sementara 

kesiapan teknologi juga masih terbatas dengan skor rata-rata 2,0. Uji korelasi 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel (r = 0.552; p 

< 0.01), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran hukum sejalan dengan 

kesiapan teknologi masyarakat. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi antara 

literasi hukum dan literasi digital dalam mendorong transformasi menuju Smart 

Village. Penelitian ini merekomendasikan model pemberdayaan berbasis literasi 

digital, penyuluhan hukum, penguatan lembaga ekonomi desa, serta optimalisasi 

teknologi digital termasuk artificial intelligence (AI) sebagai strategi percepatan 

pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Desa Kadubelang. 

 

Kata Kunci: Literasi digital, pemberdayaan masyarakat, transformasi desa, artificial 

intelligence, partisipasi sosial 

 

ABSTRACT 

Kadubelang Village, located in Mekarjaya District, Pandeglang Regency, is 

categorized as a disadvantaged village based on the 2023 Village Development Index 

(IDM). The main problems faced include low legal awareness, limited technological 

infrastructure, minimal community participation, and weak local economic 

institutions. This study aims to assess the level of community legal awareness and 

technological readiness to support inclusive and sustainable village development. 

The method used is a quantitative approach through a survey of 50 respondents 
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representing various elements of society. The results show that the level of community 

legal awareness is relatively low with an average score of 2.3 on a scale of 4.0, while 

technological readiness is also still limited with an average score of 2.0. The 

correlation test showed a significant relationship between the two variables (r = 

0.552; p < 0.01), indicating that increasing legal awareness is in line with the 

community's technological readiness. These findings reinforce the importance of 

integrating legal literacy and digital literacy in driving the transformation towards 

a Smart Village. This study recommends an empowerment model based on digital 

literacy, legal counseling, strengthening village economic institutions, and 

optimizing digital technology, including artificial intelligence (AI), as a strategy to 

accelerate inclusive, equitable, and sustainable development in Kadubelang Village. 

 

Keywords: Digital literacy, community empowerment, village transformation, 

artificial intelligence, social participations 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam konteks nasional, desa-desa di Indonesia masih menghadapi kesenjangan 

sosial-ekonomi yang cukup signifikan dibandingkan wilayah perkotaan.1 Meskipun berbagai 

program pembangunan telah digulirkan pemerintah, banyak desa tetap tertinggal akibat 

lemahnya infrastruktur dasar, akses digital, dan kapasitas kelembagaan lokal.2 Ketimpangan 

ini berdampak pada rendahnya daya saing ekonomi desa serta terbatasnya kemampuan 

masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.3 Oleh karena itu, 

penguatan desa menjadi agenda strategis nasional untuk mendorong pemerataan 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.4 

Kadubelang, desa terluas di Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, yang 

tergolong sebagai Desa Tertinggal,5 hingga tahun 2025.6 Ketertinggalan ini ditandai oleh 

minimnya infrastruktur dasar, rendahnya kualitas pelayanan publik, terbatasnya akses 

terhadap teknologi informasi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. Dengan wilayah persawahan seluas 394 ha dan penduduk 4.348 jiwa 

yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian, desa ini menghadapi permasalahan 

 

1 Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia, 2023. 
2  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Laporan 

Pembangunan Desa 2022. 
3 World Bank, Indonesia Rural Development Report, 2021 
4 Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–

2024. 
5 Desa Kadubelang, Profil Desa Kadubelang, Pandeglang: Desa Kadubelang. 2025 
6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

(Kemendes PDTT). Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023. Jakarta: Kemendes PDTT, 2023 
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struktural serius, terutama dalam aspek pemasaran dan manajemen usaha. Minimnya inovasi 

dalam model bisnis dan pemasaran menyebabkan produk lokal sulit bersaing, diperburuk 

dengan ketiadaan kelembagaan ekonomi kolektif seperti koperasi. Keterbatasan akses 

teknologi semakin memperburuk situasi, menghambat digitalisasi layanan publik dan usaha 

desa. Tingkat kesadaran hukum perlu ditengarai bersama dengan partisipasi kelembagaaan, 

karena  dua aspek utama yang krusial dalam mempercepat pembangunan desa yang inklusif 

dan berkelanjutan adalah kesadaran hukum masyarakat serta kesiapan teknologi. Akses dan 

literasi digital masyarakat desa masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.7 

Tingkat pemahaman hukum masyarakat pedesaan masih rendah. Hal ini berdampak pada 

minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan serta rendahnya kesadaran akan hak dan 

kewajiban sebagai warga negara.8 

Rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan akses teknologi di Desa 

Kadubelang saling berkaitan dan memperburuk kondisi pembangunan desa. 9 

Minimnya pemahaman hukum menghambat partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan dan pengawasan program desa, sementara keterbatasan akses digital 

mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh informasi yang relevan. 10 

Interaksi kedua faktor ini menyebabkan kelembagaan desa sulit berkembang secara 

optimal, terutama dalam upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inovasi 

ekonomi.11 Oleh karena itu, memahami hubungan antara aspek hukum dan teknologi 

menjadi penting untuk merumuskan strategi pembangunan desa yang lebih efektif 

dan berkelanjutan.12 

Desa dapat menjadi potensi yang sangat besar dalam pembangunan 

diberbagai berbagai sektor, seperti pertanian, sumber daya alam, dan sosial budaya. 

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan dalam kerangka 

pembangunan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif dan 

 

7 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Laporan Survei Internet Indonesia 

2022: Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia. Jakarta: APJII, 2022. 

https://apjii.or.id/survei2022 (diakses 28 Juli 2025). 
8 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Laporan Tahunan Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2021. 

https://bphn.go.id (diakses 28 Juli 2025). 
9  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Indeks Desa 

Membangun 2023. 
10 Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2023 
11 World Bank, Digital Divides and Local Governance in Rural Indonesia, 2022 
12 Bappenas, Evaluasi Pembangunan Desa 2020–2024. 
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adil. Salah satu kendala yang sering muncul adalah masih rendahnya tingkat 

kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan minimnya partisipasi aktif dalam 

proses pembangunan serta kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. Wawancara dengan Sekretaris Desa  mengungkapkan bahwa 

meskipun memiliki potensi pertanian dan perkebunan, Desa Kadubelang masih 

tertinggal akibat minimnya inovasi produk, stagnasi BUMDesa, dan belum adanya 

koperasi berbadan hukum. Produk seperti opak dan rengginang masih diproduksi 

secara sederhana, dipasarkan lokal, dan berharga rendah. Menurut petani dan 

pengrajin, usaha ini sekadar bertahan tanpa pengembangan signifikan. Kaur 

Kesejahteraan dan Bendahara menambahkan bahwa sebagian besar petani tergolong 

petani gurem (55%), sisanya pemilik lahan luas (10%) dan buruh tani (35%). Oleh 

karena itu, perangkat desa sangat berharap adanya pendampingan nyata guna 

membangun motivasi kolektif warga dalam upaya keluar dari status desa tertinggal. 

Fasilitasi koperasi berbadan hukum, layanan, manajemen usaha, dan promosi digital 

mendorong Desa Kadubelang berkembang mandiri secara ekonomi, sosial, dan tata 

kelola, serta mewujudkan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal. 

Purwaningsih 13 menyatakan untuk menunjang sadar hukum dan layanan, diperlukan 

koperasi dalam layanan desa serta kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro perlu 

didukung penguatan SDM dengan penerapan e-commerce berbasis AI. Teknologi ini 

membantu manajemen inventaris, personalisasi layanan pelanggan,14 serta meningkatkan 

efisiensi dan daya saing UMKM.15 Widayanti & Oktavia16 menyatakan digitalisasi masih 

 

13 Endang Purwaningsih et.al, ‘Peran Koperasi Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Desa 

Dan Kesejahteraan Petani Serta Usaha Mikro Desa Seuat Jaya Serang’, Community Development 

Journal, 4.4 (2023), 6940–48 

<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/18532.>. 
14 Endang Purwaningsih; Didi Riswan, Heri Eko Rahmadi Putra, and Risfan Nazar Saputra, 

‘Pengembangan Sistem Rekomendasi Berbasis Kecerdasan Buatan Untuk Meningkatkan Pengalaman 

Pengguna Di Platform E-Commerce’, Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi 

(JUKTISI), 2.3 (2024), 572–80 <https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i3.145>. 
15 Rosidin and others, ‘Peran Kecerdasan Buatan Dalam Pengembangan Sistem Otomatisasi 

Proses Bisnis’, Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7 (2024), 9320–29. 
16 Riris Eka Widayanti and Renny Oktafia, ‘Strategi Pemasaran Berbasis Online Pada Produk 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Sukses Bersama” Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo’, Jurnal 

Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 4.1 (2021), 242–52 

<https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6847>. 
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belum optimal  sementara itu menegaskan pentingnya transformasi digital desa, termasuk 

penerapan AI. menyatakan pentingnya platform digital bagi layanan desa.17 

Selain itu, kesiapan teknologi di Desa juga menjadi tantangan tersendiri. Di era 

digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat mempercepat 

pembangunan desa, baik dalam aspek pelayanan publik, pengelolaan data, maupun 

keterbukaan informasi. Sayangnya, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital18 

dan akses yang belum merata membuat desa ini belum sepenuhnya mampu memanfaatkan 

teknologi secara optimal.19 

Sinergi antara kesadaran hukum yang tinggi dan kesiapan teknologi yang memadai 

sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan yang inklusif, di mana setiap warga 

dapat berperan, berpartisipasi, dan merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Oleh 

karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran 

hukum masyarakat dan bagaimana kesiapan teknologi di Desa Kadubelang, serta bagaimana 

kedua aspek tersebut berkontribusi terhadap pembangunan yang inklusif. 

 Penelitian ini juga memiliki relevansi yang lebih luas bagi desa-desa tertinggal 

lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam aspek hukum dan teknologi. 

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai model 

intervensi yang dapat diterapkan secara lebih umum, terutama dalam memperkuat kapasitas 

masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah pedesaan. Dengan 

memahami pola hubungan antara kesadaran hukum dan kesiapan teknologi, pemerintah 

daerah maupun pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih 

adaptif dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya dapat mendukung percepatan pencapaian 

pembangunan desa secara nasional, terutama bagi wilayah-wilayah yang masih tertinggal. 

 

Teori 

Pembangunan desa inklusif dan berkelanjutan menuntut adanya sinergi antara 

kesadaran hukum, literasi digital, serta kelembagaan ekonomi yang adaptif terhadap 

 

17 Raharno Anisa Aulia Rahma, Suharno, ‘Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa’, Jurnal Inovasi Penelitian, 2.8.5.2017 (2022), 2003–5; Abdurrahim Mu’jiz and others, 

‘Pengembangan Desa Digital Sebagai Upaya Mengangkat Potensi Lokal Desa Labuan Induk’, Jurnal 

Pengabdian Sosial, 2.2 (2024), 3108–15 <https://doi.org/10.59837/p0pb6q58>. 
18 Agyztia Premana, Hendri Sucipto, and Agung Widiantoro, ‘Pengembangan Desa Berbasis 

Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja)’, Jurnal Ilmiah 

Pengabdian Dan Inovasi, 1.1 (2022), 43–54. 
19 Esau Hombone, ‘Smart Village Sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil’, 

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4.1 (2025), 122–31. 
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teknologi. Dalam konteks Desa Kadubelang yang dikategorikan sebagai desa tertinggal 

berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, penting untuk memahami akar teoretis 

dari integrasi kesadaran hukum dan teknologi digital dalam pemberdayaan masyarakat desa. 

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan 

sosial masyarakat. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat 

terhadap norma hukum yang berlaku, termasuk partisipasi aktif dalam proses-proses sosial 

dan pemerintahan desa. Menurut Blegur et al., rendahnya kesadaran hukum di daerah 

perdesaan seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan yang berbasis keadilan 

dan partisipatif.20 Kesadaran hukum tidak hanya sebatas pengetahuan terhadap aturan, tetapi 

juga mencakup kemampuan warga untuk menuntut hak dan melaksanakan kewajiban sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam perspektif teori partisipasi Arnstein, masyarakat desa dengan tingkat 

kesadaran hukum rendah cenderung berada pada tahapan “tokenism” atau partisipasi 

simbolik, bukan partisipasi substantif.21  Untuk itu, peningkatan kesadaran hukum perlu 

menjadi prioritas dalam pembangunan desa agar masyarakat mampu mengambil bagian 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. 

Kesiapan teknologi desa dapat dipahami melalui kerangka literasi digital masyarakat 

yang mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), mengakses informasi secara daring, serta memanfaatkan platform digital untuk 

mendukung kehidupan sosial-ekonomi. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan 

kemampuan teknis, tetapi juga mencakup aspek kritis dalam menilai informasi, menjaga 

keamanan digital, dan etika penggunaan teknologi.22 

Dalam model Smart Village yang dikembangkan oleh Stryjak et al., digitalisasi desa 

memerlukan tiga komponen utama: infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, dan 

dukungan kelembagaan. 23  Desa yang tidak memiliki salah satu dari ketiga komponen 

tersebut akan sulit melakukan transformasi menuju desa pintar. Oleh karena itu, kesiapan 

 

20 Blegur, Yoseph, Herlina Agustin, dan Mohamad Arifudin. “Legal Awareness and Social 

Change: A Study on Remote Indigenous Communities in Indonesia.” Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues 24, no. 1 (2021): 1–10. https://www.abacademies.org/articles/legal-awareness-and-

social-change-a-study-on-remote-indigenous-communities-in-indonesia-10678.html. 
21 Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." Journal of the American Institute 

of Planners 35, no. 4 (1969): 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225 
22 Park, Yu, Jin Gyu Lee, dan Sangjun Park. “Digital Literacy and Its Impact on Sustainable 

Rural Development.” Sustainability 13, no. 12 (2021): 6589. https://doi.org/10.3390/su13126589. 
23  Stryjak, Jacek, Etienne Chavanne, dan Jacek Furmankiewicz. “Smart Villages and 

Sustainable Rural Development: A European Model.” Technological Forecasting and Social Change 

164 (2021): 120490. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120490 
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teknologi diukur bukan hanya dari ketersediaan perangkat, tetapi juga dari kemampuan 

masyarakat dalam mengadopsi dan memanfaatkannya. 

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya korelasi antara kesadaran hukum dan 

kesiapan teknologi mendukung pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan 

desa. Hal ini sejalan dengan teori empowerment dari Zimmerman, yang menekankan 

pentingnya kombinasi antara kontrol personal, akses terhadap informasi, dan dukungan 

sistem sosial untuk menciptakan komunitas yang berdaya.24 Integrasi antara literasi hukum 

dan literasi digital merupakan prasyarat untuk menciptakan transformasi desa yang tidak 

hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga adil secara sosial. 

Sinergi antara kesadaran hukum dan kesiapan teknologi merupakan fondasi utama 

untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif karena kedua aspek tersebut saling 

melengkapi dalam membentuk masyarakat yang aktif, berdaya, dan adaptif terhadap 

perubahan.25 Kesadaran hukum memastikan masyarakat memahami hak, kewajiban, serta 

mekanisme partisipasi, sementara kesiapan teknologi membuka akses terhadap informasi, 

layanan digital, dan inovasi ekonomi.26 Tanpa pemahaman hukum, pemanfaatan teknologi 

berisiko tidak tepat sasaran atau bahkan memperluas kesenjangan digital; sebaliknya, tanpa 

teknologi, kesadaran hukum sulit berkembang karena terbatasnya akses terhadap informasi 

yang relevan.27 Dengan demikian, integrasi keduanya menjadi kunci untuk menciptakan desa 

yang tidak hanya cerdas dalam penggunaan teknologi, tetapi juga mampu mengelola 

pembangunan secara adil, transparan, dan partisipatif.28 

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dapat 

mempercepat proses pelayanan publik, pengolahan data desa, dan penyusunan kebijakan 

berbasis bukti (evidence-based policy). Namun demikian, tanpa adanya peningkatan literasi 

hukum dan digital, pemanfaatan teknologi justru dapat menciptakan kesenjangan baru di 

tingkat akar rumput.29 

 

24  Zimmerman, Marc A. “Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and 

Community Levels of Analysis.” Handbook of Community Psychology, edited by Julian Rappaport 

and Edward Seidman. Boston: Springer, 2020. 
25  Zimmerman, Marc A. Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and 

Community Levels of Analysis. American Journal of Community Psychology, 2000 
26 Stryjak, Jasper et al. Smart Village Models and Rural Digital Transformation. GSMA 

Report, 2021 
27 World Bank. Digital Divides and Inclusive Local Governance in Rural Areas, 2022 
28 Kementerian Desa PDTT. Indeks Desa Membangun 2023 
29 Wessels, Bridget, et al. “Digital Inequalities and Exclusion in Rural Communities: A 

Critical Perspective.” Information, Communication & Society 23, no. 6 (2020): 894–908. 

https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1726980 
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Dalam konteks Desa Kadubelang, penguatan lembaga ekonomi lokal, penyuluhan 

hukum, dan digitalisasi kelembagaan desa menjadi strategi kunci untuk mendorong 

pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan pentingnya kolaborasi antara 

pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang program-

program pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan dan kapasitas lokal. 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada model Smart 

Village serta teori pemberdayaan (empowerment) dari Zimmerman yang menekankan 

pentingnya kontrol personal, akses terhadap informasi, dan dukungan sistem sosial dalam 

menciptakan komunitas yang berdaya.30 Pendekatan ini dipadukan dengan perspektif socio-

technical systems yang memandang pembangunan desa sebagai proses integratif antara 

aspek manusia, struktur sosial, dan teknologi.31 Dengan menempatkan kesadaran hukum dan 

kesiapan teknologi sebagai variabel kunci, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis 

tersebut untuk menganalisis bagaimana kedua faktor ini saling berinteraksi dan 

mempengaruhi dinamika pembangunan desa. 32  Penegasan teori ini dalam bagian 

pendahuluan memberikan landasan akademis yang kuat bagi pembaca untuk memahami arah 

analisis dan kontribusi ilmiah dari penelitian ini.33 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang berasal dari berbagai latar belakang 

sosial masyarakat di Desa Kadubelang, seperti tokoh masyarakat, petani, pedagang, ibu 

rumah tangga, pemuda, serta perangkat desa. Pemilihan responden dilakukan secara 

purposive, dengan mempertimbangkan keterwakilan berbagai kelompok yang berperan 

dalam kehidupan sosial dan pembangunan desa.34 

Data dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada para responden secara 

langsung. Angket tersebut dirancang untuk mengukur dua aspek utama, yaitu tingkat 

kesadaran hukum dan kesiapan teknologi.35 Seluruh item instrumen disusun menggunakan 

 

30  Zimmerman, Marc A. Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and 

Community Levels of Analysis. American Journal of Community Psychology, 2000 
31 Bostrom, Robert P., dan J.S. Heinen. “MIS Problems and Failures: A Socio-Technical 

Perspective.” MIS Quarterly, 1977. 
32 Stryjak, Jasper et al. Smart Village Models and Rural Digital Transformation. GSMA, 

2021. 
33 Kementerian Desa PDTT. Indeks Desa Membangun 2023. 
34 Creswell, John W., dan J. David Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, 

and Mixed Methods Approaches. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020 
35 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2021 
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lima tingkatan mulai dari STT (Sangat tidak setuju), TT (Tidak setuju), R (Ragu-ragu), S 

(Setuju) dan SS (Sangat setuju. 36  Jawaban dari responden kemudian dianalisis secara 

deskriptif menggunakan perhitungan statistik37. 

Sebagai bagian dari kontribusi penelitian ini, pendekatan pemberdayaan berbasis 

literasi hukum dan literasi digital diperkenalkan sebagai solusi yang dapat diterapkan dalam 

konteks Desa Kadubelang.38 Model pemberdayaan ini menekankan peningkatan kapasitas 

masyarakat melalui edukasi hukum yang mudah dipahami, pelatihan teknologi dasar, serta 

integrasi keduanya dalam kegiatan kelembagaan desa. 39  Pendekatan tersebut diharapkan 

mampu memperkuat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, meningkatkan 

transparansi tata kelola desa, serta membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk usaha 

produktif dan pelayanan publik.40 Dengan merancang intervensi yang disesuaikan dengan 

kondisi lokal, model ini juga berpotensi direplikasi di desa-desa tertinggal lain yang 

menghadapi tantangan serupa.41 

 

HASIL 

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 50 responden di Desa Kadubelang, 

Kabupaten Pandeglang, diperoleh gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat 

dan kesiapan teknologi dalam mendukung pembangunan inklusif. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat bervariasi. Sebanyak 21 

responden (42%) berada pada kategori tinggi, 12 responden (24%) masuk kategori 

menengah, dan 17 responden (34%) masuk kategori rendah. Secara keseluruhan, skor rata-

rata dari aspek kesadaran hukum masyarakat berada pada angka 2,3 dalam skala 4.0. 

Sementara itu, pada aspek kesiapan teknologi, diperoleh hasil bahwa 22 responden 

(44%) berada masuk klasifikasi tinggi, 18 responden (36%) masuk kategori menengah, dan 

10 responden (20%) berada pada kategori rendah. Rata-rata skor kesiapan teknologi 

masyarakat adalah 2,0. Nilai ini mencerminkan bahwa kesiapan teknologi masyarakat Desa 

Kadubelang berada dalam kategori cukup rendah, yang mengindikasikan bahwa 

 

36 Joshi, Alka, S. Kale, S. Chandel, dan D. Pal. “Likert Scale: Explored and Explained.” 

British Journal of Applied Science & Technology 7, no. 4 (2021): 396–403. 

https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975 
37 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2021. 
38  Zimmerman, Marc A. Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and 

Community Levels of Analysis. American Journal of Community Psychology, 2000. 
39 Stryjak, Jasper et al. Smart Village Models and Rural Digital Transformation. GSMA 

Report, 2021. 
40 World Bank. Digital Transformation and Local Governance in Rural Areas, 2022 
41 Kementerian Desa PDTT. Indeks Desa Membangun 2023. 
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pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam partisipasi 

pembangunan desa, masih menghadapi berbagai kendala. 

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kadubelang tergolong rendah, 

sebagaimana terlihat dari dominasi kategori menengah–rendah dalam temuan angket, yang 

menunjukkan masih terbatasnya pemahaman hak dan kewajiban warga dalam proses 

pembangunan desa.42  Kondisi ini diperparah oleh kesiapan teknologi yang juga rendah, 

sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan inklusif terhambat oleh keterbatasan 

akses dan pemanfaatan teknologi digital.43 

 

Tabel 1. Uji Korelasi 
 

Kesadaran Hukum Kesiapan Teknologi 

Kesadaran Hukum 1 0.552** 

Kesiapan Teknologi 0.552** 1 

• N = 50 

• Sig. (2-tailed) = 0.000 

• r = 0.552 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.552 berada 

dalam kategori sedang hingga kuat, dan nilai signifikansi p = 0.000 lebih kecil dari 

0.01, yang berarti hubungan tersebut sangat signifikan secara statistik.  

Hasil pengolahan data dari angket menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki pemahaman dasar terkait pentingnya hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat, terutama dalam hal kepemilikan tanah, pembentukan organisasi 

ekonomi desa, dan partisipasi dalam musyawarah desa. Namun, masih terdapat 

kesenjangan dalam pemahaman terhadap aspek hukum yang lebih kompleks, seperti 

pengelolaan aset desa atau tata kelola kelembagaan ekonomi yang berbasis hukum. 

Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka belum pernah 

mengikuti pelatihan atau sosialisasi hukum secara langsung dari pihak berwenang, 

baik dari pemerintah desa maupun lembaga eksternal. Hal ini menjelaskan mengapa 

masih banyak warga yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks 

 

42 Lihat hasil distribusi kategori kesadaran hukum masyarakat (42% tinggi; 24% menengah; 

34% rendah). 
43 Berdasarkan capaian skor kesiapan teknologi (44% tinggi; 36% menengah; 20% rendah). 
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pembangunan desa, termasuk dalam keanggotaan koperasi, BUMDes, atau dalam 

transaksi agraria. 

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa warga yang memiliki 

pengalaman organisasi, seperti mantan perangkat desa, pengurus RT, atau tokoh 

masyarakat, cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Mereka 

juga lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat sekitarnya, meskipun upaya ini 

masih bersifat informal dan tidak sistematis. 

Temuan korelasi yang signifikan antara kesadaran hukum dan kesiapan 

teknologi (r = 0.552; p < 0.01) menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum 

cenderung berjalan seiring dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam 

memanfaatkan teknologi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

menegaskan bahwa pemahaman regulasi sering menjadi prasyarat bagi adopsi 

teknologi dalam pembangunan desa, namun dalam beberapa kasus juga mengungkap 

bahwa kendala digital dapat menahan efektivitas pengetahuan hukum masyarakat. 

Dari sisi kesiapan teknologi, mayoritas responden yang memiliki smartphone 

hanya memanfaatkannya untuk komunikasi dan media sosial, bukan untuk keperluan 

produktif seperti pemasaran produk, literasi keuangan digital, atau akses informasi 

pembangunan. Hal ini memperkuat hasil angket yang menunjukkan skor kesiapan 

teknologi masyarakat masih dalam kategori cukup rendah. 

Beberapa responden menyampaikan bahwa keterbatasan jaringan internet, 

kurangnya pelatihan digital, serta usia lanjut menjadi hambatan utama dalam adopsi 

teknologi. Mereka yang berusia di atas 45 tahun sebagian besar mengandalkan anak 

atau kerabat dalam mengakses informasi digital, sehingga partisipasi mereka dalam 

pembangunan berbasis teknologi menjadi sangat terbatas. 

Keterbatasan kesiapan teknologi di Desa Kadubelang terutama dipengaruhi 

oleh akses perangkat digital yang tidak merata dan rendahnya literasi penggunaan 

aplikasi berbasis layanan publik. Hambatan ini dapat diatasi melalui peningkatan 

infrastruktur digital desa serta program pelatihan teknologi yang terstruktur bagi 

warga. 

Responden dari kelompok usia produktif (25–40 tahun) menunjukkan 

antusiasme terhadap potensi pemanfaatan teknologi untuk memajukan desa, terutama 

dalam sektor ekonomi seperti penjualan produk lokal dan akses pelatihan daring. 



168 ADIL: Jurnal Hukum Vol.16. No.2 

Namun, mereka mengaku belum mendapatkan pelatihan teknis secara langsung dari 

pemerintah desa maupun mitra pembangunan. 

Warga juga menyoroti kurangnya fasilitasi oleh desa dalam bentuk 

infrastruktur digital seperti akses Wi-Fi publik, ruang pelatihan digital, atau 

pendampingan teknologi secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat 

cenderung pasif dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk transformasi desa. 

Peningkatan kesiapan teknologi di Desa Kadubelang dapat dilakukan melalui 

penyediaan pusat layanan digital desa yang menyediakan perangkat, internet, dan 

pendampingan penggunaan teknologi bagi warga. Selain itu, kolaborasi dengan 

pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk menghadirkan program literasi 

digital berbasis kebutuhan desa dapat mempercepat adopsi teknologi secara merata. 

Data juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran 

hukum tinggi cenderung memiliki kesiapan teknologi yang lebih baik. Mereka 

menunjukkan perilaku yang lebih proaktif dalam mengikuti perkembangan informasi 

dan terlibat dalam kegiatan desa yang bersifat digital atau administratif. 

Analisis korelasi yang menunjukkan hubungan positif signifikan antara 

kesadaran hukum dan kesiapan teknologi menjadi indikator bahwa kedua variabel ini 

saling memperkuat. Ketika masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik, 

mereka lebih terbuka terhadap inovasi, termasuk dalam memanfaatkan teknologi 

untuk pengembangan desa. 

Temuan ini memberikan dasar kuat untuk merancang program pemberdayaan 

yang terintegrasi, yakni menggabungkan edukasi hukum dengan literasi digital, 

sehingga mampu menciptakan masyarakat desa yang sadar hukum dan cakap 

teknologi. Hal ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan 

desa berbasis inklusif, partisipatif, dan digital di Desa Kadubelang 

 Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan inklusif yang menekankan 

bahwa peningkatan literasi hukum dan kesiapan teknologi merupakan prasyarat bagi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.44 

Dengan meningkatnya kapasitas hukum dan digital masyarakat, desa memiliki 

 

44  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Panduan 

Pembangunan Desa Berbasis Inklusi Sosial. Jakarta: Kemendesa, 2021. 
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peluang lebih besar untuk memperkuat tata kelola, memperluas akses informasi, serta 

memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.45 

 

PEMBAHASAN 

Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Kadubelang dalam Menjalankan Hak 

dan Kewajiban sebagai Warga Negara 

Pemberdayaan mitra strategis seperti perangkat desa, pelaku usaha mikro, dan petani 

merupakan pilar utama dalam membangun ekosistem usaha produktif yang mendorong 

semangat kewirausahaan. Upaya ini menjadi krusial dalam percepatan transformasi Desa 

Kadubelang menuju Smart Village yang inklusif dan berkelanjutan. Legalitas usaha desa 

memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan memperkuat 

kemandirian fiskal desa. Dalam hal ini, aspek kelembagaan yang berbadan hukum seperti 

koperasi menjadi penting dalam menopang kegiatan ekonomi kolektif.46 

Variasi tingkat kesadaran hukum dan kesiapan teknologi antar kelompok masyarakat 

muncul karena adanya perbedaan akses informasi, pendidikan, dan pengalaman 

berorganisasi, yang secara historis membentuk kapasitas partisipatif masyarakat desa. 47 

Kondisi ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pembangunan, karena intervensi harus 

dirancang secara diferensiatif agar mampu menjangkau kelompok yang tertinggal dan 

memastikan pembangunan benar-benar bersifat inklusif.48 

Pentingnya pengorganisasian masyarakat desa berdasarkan tujuan dan kebutuhan 

strategis menjadi kunci agar proses pemberdayaan berjalan efektif dan terarah. 49 

Karakteristik lokal desa juga sangat memengaruhi bentuk dan arah pengembangan usaha 

desa, sehingga adaptasi terhadap nilai-nilai kultural menjadi penting dalam perencanaan 

 

45 Chambers, Robert. Rural Development: Putting the Last First. London: Longman, 1983; 

serta World Bank. Digital Dividends: World Development Report 2016. Washington, DC: World 

Bank. 
46 R. S. Hidayat, “Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa melalui Koperasi dan BUMDesa,” 

Jurnal Koperasi Desa, Vol. 1 No. 2 (2021): 10–27. https://doi.org/10.34567/jkd.v1i2.010 
47 Uphoff, Norman. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases. 

West Hartford: Kumarian Press, 1986 
48 Chambers, Robert. Ideas for Development. London: Earthscan, 2005 
49 E. Suharto, “Pemberdayaan Komunitas: Konsep dan Aplikasi,” Jurnal Pemberdayaan 

Komunitas, Vol. 5 No. 1 (2022): 33–50. https://doi.org/10.45678/jpk.v5i1.033 



170 ADIL: Jurnal Hukum Vol.16. No.2 

ekonomi. 50  Pendampingan yang berkelanjutan diketahui berkontribusi secara signifikan 

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama dalam pengelolaan usaha desa.51 

Pemerintah desa dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapan teknologi 

melalui program penyuluhan berbasis komunitas serta pelatihan digital yang dirancang 

sesuai kebutuhan warga, sementara lembaga pendidikan dan sektor swasta dapat 

berkontribusi melalui kemitraan pelatihan, penyediaan fasilitas internet, dan pendampingan 

literasi teknologi.52  Langkah-langkah praktis ini penting untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang berkelanjutan dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif 

pada pembangunan desa.53 

Peningkatan literasi teknologi serta penerapan manajemen modern menjadi kunci 

dalam pengelolaan ekonomi digital di desa.54 Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya 

manusia melalui pelatihan yang berbasis pada kebutuhan nyata menjadi dasar transisi menuju 

desa digital.55 

Aspek layanan publik dan pemberdayaan sosial di desa juga dapat ditingkatkan 

melalui digitalisasi administrasi serta partisipasi aktif masyarakat. Optimalisasi pelayanan 

publik desa melalui pendekatan digital yang transparan menjadi strategi penting dalam 

mempercepat reformasi layanan. 56  Penguatan kelembagaan desa juga diperlukan untuk 

mendukung pelayanan yang lebih responsif dan efisien.57 

Temuan penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

peningkatan kapasitas hukum dan akses teknologi merupakan fondasi penting bagi 

pembangunan desa yang inklusif, sekaligus memperluas kajian dengan memberikan bukti 

empiris dari konteks pedesaan Indonesia.58 Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi bahwa 

 

50 E. Suharto, “Pemberdayaan Komunitas: Konsep dan Aplikasi,” Jurnal Pemberdayaan 

Komunitas, Vol. 5 No. 1 (2022): 33–50. https://doi.org/10.45678/jpk.v5i1.033 
51  R. Dewi & B. Nugraha, “Dampak Pendampingan Berbasis Kebutuhan dalam 

Pembangunan Desa,” Jurnal Transformasi Desa, Vol. 6 No. 3 (2023): 55–72. 

https://doi.org/10.67890/jtd.v6i3.055 
52  Yunis, Muhammad & Tarhini, Ali. “Integration of ICT in Rural Development.” 

Information Technology for Development 23(4), 2017. 
53 Narayan, Deepa. Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. Washington, DC: 

World Bank, 2002 
54 F. Sulastri & R. Hermawan, “Manajemen Ekonomi Digital dan Literasi Teknologi untuk 

Desa,” Jurnal Teknologi Pedesaan, Vol. 3 No. 4 (2022): 88–105. 

https://doi.org/10.78901/jtp.v3i4.088 
55  D. Amalia & A. Prasetya, “Indeks Literasi Digital Desa 2023,” Jurnal Literasi dan 

Teknologi Desa, Vol. 1 No. 1 (2023): 5–23. https://doi.org/10.89102/jltd.v1i1.005 
56  S. Prasetyo, “Reformasi Layanan Publik Desa Berbasis Digital,” Jurnal Administrasi 

Publik Desa, Vol. 2 No. 3 (2021): 60–78. https://doi.org/10.91234/japd.v2i3.060 
57 M. Hafid & W. Astuti, “Governance Strengthening at Village Level: Field Insights,” Jurnal 

Governance Desa, Vol. 7 No. 2 (2022): 100–118. https://doi.org/10.1016/jgd.v7i2.100 
58 Kumar, S. Rural Development in the Digital Age. New Delhi: Sage Publications, 2020. 
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integrasi antara literasi hukum dan kesiapan teknologi berperan signifikan dalam 

membangun masyarakat yang adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi modern.59 

Transformasi menuju Smart Village di Desa Kadubelang perlu didukung dengan tiga 

aspek utama yakni smart government, smart community, dan smart environment. 60 

Pelayanan publik berbasis transparansi dan partisipasi juga merupakan fondasi utama dalam 

membangun desa pintar, meskipun masih terdapat tantangan implementasi yang harus 

diatasi.61 Tata kelola ekonomi berbasis hukum dan teknologi digital dinilai sebagai kunci 

keberhasilan transformasi tersebut, terutama dalam mengoptimalkan potensi lokal secara 

berkelanjutan.62 

Penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi menjadi instrumen utama dalam 

mendorong peningkatan produksi, perluasan pasar, serta inovasi usaha mikro di desa. Oleh 

karena itu, pelatihan hukum kelembagaan koperasi yang meliputi pemahaman regulasi, hak-

kewajiban anggota, serta tata kelola berbasis hukum menjadi strategis. Di samping itu, 

peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen koperasi dan bisnis digital melalui pelatihan 

teknis dan manajerial menjadi langkah taktis dalam menghadapi tantangan transformasi 

digital desa. Digitalisasi operasional koperasi dan BUMDesa akan meningkatkan efisiensi 

layanan dan mempercepat proses integrasi desa dalam ekosistem ekonomi digital nasional. 

Koperasi dan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga 

sebagai sarana edukasi sosial dan pemberdayaan kolektif. Kelembagaan ini menjadi wahana 

utama bagi petani dan pelaku UMKM untuk berkolaborasi, berbagi sumber daya, dan 

membentuk jaringan produksi serta distribusi yang berorientasi pada nilai tambah lokal.63 

Penguatan struktur koperasi desa dapat meningkatkan nilai tawar petani di pasar dan 

mendorong efisiensi dalam rantai pasok melalui integrasi teknologi. 

Digitalisasi koperasi dan BUMDesa menjadi langkah tak terhindarkan dalam 

membangun tata kelola yang adaptif dan responsif. Inovasi teknologi informasi 

memungkinkan transparansi keuangan, layanan anggota berbasis daring, serta kemudahan 

pengelolaan inventori dan distribusi. Koperasi digital mampu meningkatkan keterlibatan 

 

59  World Bank. Digital Dividends: World Development Report 2016. Washington, DC: 

World Bank, 2016. 
60 I. Herdiana & M. Pratama, “Blueprint Desa Cerdas Indonesia 2025,” Jurnal Smart Village 

Indonesia, Vol. 1 No. 5 (2023): 112–130. https://doi.org/10.11223/jsvi.v1i5.112 
61 L. Nugraha & Y. Widodo, “Kesiapan Desa dalam Transformasi Layanan Publik Digital,” 

Jurnal Administrasi Desa, Vol. 3 No. 2 (2022): 45–61. https://doi.org/10.22334/jad.v3i2.045 
62 P. T. Komite Ekonomi & I. Nasional, “Ekonomi Digital dan Tata Kelola Desa Inklusif,” 

Jurnal Ekonomi Digital Desa, Vol. 4 No. 1 (2023): 72–89. https://doi.org/10.33445/jedd.v4i1.072 
63 S. Fauzi & A. Hidayat, “Koperasi sebagai Sarana Pemberdayaan Petani dan UMKM Desa,” 

Jurnal Ekonomi Komunitas, Vol. 2 No. 2 (2022): 25–41. https://doi.org/10.44556/jek.v2i2.025 
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anggota dan memperluas akses pasar, khususnya di masa pasca-pandemi yang mendorong 

interaksi bisnis berbasis platform digital.64 Inisiatif seperti pelatihan penggunaan sistem POS 

(point of sale), pencatatan keuangan digital, dan manajemen marketplace lokal dapat 

memperkuat daya saing ekonomi desa. 

Pembangunan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha desa juga menjadi 

penting. Kesadaran hukum tidak hanya menyangkut pemenuhan regulasi, tetapi juga 

membentuk etika usaha yang sehat dan berkelanjutan. Pelatihan tentang perizinan usaha, 

perlindungan konsumen, perpajakan UMKM, dan hak kekayaan intelektual menjadi 

komponen krusial dalam memperkuat daya tahan kelembagaan ekonomi desa. Rendahnya 

pemahaman hukum menjadi penghambat utama dalam legalisasi dan pengembangan usaha 

mikro di wilayah perdesaan.65 

Transformasi digital dan hukum ini membutuhkan model tata kelola kolaboratif yang 

melibatkan berbagai aktor: pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, serta komunitas 

lokal. Pendekatan quadruple helix terbukti efektif dalam membangun sinergi inovasi desa, 

di mana peran akademisi sebagai fasilitator pelatihan dan pendampingan sangat krusial 

dalam memastikan transformasi berjalan sistematis dan terukur.66 Peran perguruan tinggi 

tidak hanya dalam riset, tetapi juga dalam membangun kapasitas lokal melalui KKN tematik, 

inkubasi bisnis desa, dan pelatihan kewirausahaan sosial. 

Selain aspek ekonomi dan hukum, dimensi sosial dan budaya juga perlu diperhatikan 

dalam pengembangan smart village. Transformasi digital tidak boleh menafikan kearifan 

lokal dan struktur sosial yang telah mengakar di masyarakat desa. Pendekatan pembangunan 

berbasis teknologi harus disinergikan dengan nilai-nilai lokal agar tidak terjadi resistensi 

sosial.67 Dalam konteks Kadubelang, pelibatan tokoh adat dan kelompok perempuan dapat 

memperkuat basis penerimaan terhadap inovasi teknologi dan program hukum kelembagaan. 

Pemberdayaan digital juga harus memperhatikan kesenjangan literasi teknologi antar 

kelompok usia dan tingkat pendidikan. Sektor usia produktif cenderung lebih adaptif, namun 

kelompok lansia dan perempuan rumah tangga seringkali mengalami hambatan dalam 

mengakses dan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, pelatihan perlu didesain secara 

 

64 R. Digital Koperasi Foundation, “Panduan Membangun Koperasi Digital Berbasis Cloud,” 
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inklusif dengan metode partisipatif dan berbasis praktik. Program literasi digital yang 

bersifat kontekstual dan berulang terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman dan 

keterampilan di tingkat akar rumput.68 

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi elemen penting dalam memastikan 

keberhasilan program transformasi desa. Setiap intervensi pelatihan, digitalisasi, maupun 

pendampingan hukum harus diukur dampaknya terhadap perubahan perilaku, peningkatan 

pendapatan, dan perbaikan kualitas layanan publik desa. Pemanfaatan indikator evaluasi 

berbasis output dan outcome memberikan dasar objektif dalam pengambilan keputusan dan 

replikasi program ke desa-desa lain.69 

 

Tingkat Kesiapan Teknologi Masyarakat Desa Kadubelang dalam Mendukung 

Pembangunan Desa Berbasis Digital 

Optimalisasi Teknologi Artificial Intelligence (AI) penting untuk Pemasaran Cerdas 

dan Branding Desa, dengan membangun platform digital berupa website company profile 

yang terintegrasi fitur e-commerce berbasis AI.70 Selain memperluas akses pasar produk 

unggulan desa seperti opak dan rengginang, teknologi ini juga memperkuat identitas digital 

Desa Kadubelang sebagai Smart Village, serta meningkatkan daya saing produk lokal 

melalui branding berbasis teknologi informasi.71 

Penerapan teknologi digital di Desa Kadubelang tidak dapat dilepaskan dari kesiapan 

infrastruktur dan kapasitas literasi digital masyarakatnya. Ketersediaan jaringan internet, 

perangkat pendukung seperti komputer dan smartphone, serta kemampuan dasar penggunaan 

aplikasi digital menjadi faktor awal yang menentukan keberhasilan digitalisasi desa. Menurut 

Firmansyah & Setiawan, kesiapan teknologi masyarakat desa masih sangat bervariasi 

tergantung pada akses infrastruktur dan program pelatihan yang diberikan pemerintah atau 

mitra pendamping.72 
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Secara sosiologis, kesiapan masyarakat desa dalam mengadopsi teknologi sangat 

dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan tingkat kepercayaan terhadap inovasi baru. Studi oleh 

Lestari & Pambudi menunjukkan bahwa masyarakat desa yang melihat langsung dampak 

ekonomi dari digitalisasi, seperti peningkatan penjualan produk lokal melalui media sosial 

atau marketplace, akan lebih cepat beradaptasi dan berpartisipasi dalam program 

transformasi digital.73 

Optimalisasi penggunaan teknologi AI dalam pemasaran produk desa membuka 

peluang besar untuk menciptakan branding yang kuat, berbasis data konsumen. 74 

Penggunaan AI dalam menganalisis tren pasar, perilaku pembeli, hingga menentukan waktu 

promosi paling efektif dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Hal ini sejalan 

dengan temuan Putra & Herlambang bahwa integrasi AI dalam promosi digital UMKM desa 

dapat meningkatkan visibilitas produk lokal hingga 30 % dalam tiga bulan pertama.75 

Website desa yang terintegrasi dengan fitur e-commerce cerdas berbasis AI 

berfungsi tidak hanya sebagai media promosi, tetapi juga sebagai pusat informasi dan 

komunikasi antara desa dan dunia luar.76 Website ini menyajikan profil desa, katalog produk 

unggulan seperti opak dan rengginang, serta sistem pemesanan otomatis yang mempermudah 

transaksi dan logisti. Desa dengan website interaktif didukung teknologi AI cenderung lebih 

cepat membangun reputasi digital dan menjangkau pasar luar daerah bahkan luar negeri.77 

Teknologi AI juga berperan dalam menganalisis data penjualan dan memetakan 

preferensi konsumen. Dengan analisis ini, pelaku usaha desa dapat menyesuaikan produk, 

menentukan harga, dan merancang strategi penjualan yang lebih adaptif terhadap dinamika 

pasar. Budiman & Ardiansyah mencatat bahwa kemampuan membaca data secara real-time 

 

73 Saputra, E., & Lestari, M. (2023). Branding Desa Melalui Pemanfaatan Platform Digital 

Berbasis AI. Jurnal Komunikasi Pembangunan Desa, 6(3), 101–117. 

https://doi.org/10.7454/jkpd.v6i3.0117 
74 Saputra, E., & Lestari, M. (2023). Branding Desa Melalui Pemanfaatan Platform Digital 

Berbasis AI. Jurnal Komunikasi Pembangunan Desa, 6(3), 101–117. 

https://doi.org/10.7454/jkpd.v6i3.0117 
75 Firmansyah, A., & Setiawan, D. (2021). Kesiapan Teknologi Masyarakat Desa dalam 

Mendukung Transformasi Digital. Jurnal Inovasi Teknologi Masyarakat, 5(2), 33–48. 

https://doi.org/10.25077/jitm.v5i2.033 
76 Saputra, E., & Lestari, M. (2023). Branding Desa Melalui Pemanfaatan Platform Digital 

Berbasis AI. Jurnal Komunikasi Pembangunan Desa, 6(3), 101–117. 

https://doi.org/10.7454/jkpd.v6i3.0117 
77 Saputra, E., & Lestari, M. (2023). Branding Desa Melalui Pemanfaatan Platform Digital 

Berbasis AI. Jurnal Komunikasi Pembangunan Desa, 6(3), 101–117. 

https://doi.org/10.7454/jkpd.v6i3.0117 



175 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat …… 

memungkinkan pelaku UMKM desa meningkatkan efisiensi produksi serta menekan 

kerugian akibat overproduksi atau stok tidak terjual.78 

Transformasi digital di Desa Kadubelang membutuhkan sinergi antar aktor — 

pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, dan mitra teknologi. Pemerintah desa berperan 

sebagai regulator sekaligus fasilitator, sementara mitra teknologi dan akademisi mendukung 

pelatihan dan pendampingan implementasi AI. Model kolaboratif ini selaras dengan 

pendekatan ekosistem digital desa, di mana keberlanjutan inovasi sangat bergantung pada 

keterlibatan lintas pihak.79 

Tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat perangkat desa. 

Aparatur desa yang mengelola sistem digital perlu dibekali keterampilan teknis dalam 

mengelola website, memahami alur transaksi e-commerce, serta mengoperasikan dashboard 

AI. Pelatihan berkelanjutan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hasibuan & 

Sari menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi desa sangat ditentukan oleh kesiapan 

aparatur desa sebagai pionir perubahan.80 Keterlibatan generasi muda desa sebagai digital 

talent lokal menjadi kunci percepatan transformasi.81  Kelompok pemuda desa memiliki 

potensi besar sebagai penggerak inovasi digital, mengingat kedekatan mereka dengan 

teknologi dan media sosial. Pelibatan karang taruna dalam pengelolaan platform digital desa 

dapat memperkuat literasi digital kolektif serta meningkatkan partisipasi warga dalam 

ekonomi digita.82 

Pembangunan brand identity Desa Kadubelang sebagai Smart Village berbasis 

produk lokal khas seperti opak dan rengginang perlu dilakukan secara konsisten.83 Identitas 

digital desa harus dibentuk tidak hanya dari sisi visual (logo, desain web, dan kemasan 

produk), tetapi juga narasi yang membangun citra desa sebagai pusat kreativitas lokal. 
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Storytelling branding desa berbasis budaya lokal meningkatkan kepercayaan konsumen dan 

memperluas jangkauan promosi via media sosial. 

Evaluasi keberhasilan implementasi digitalisasi desa perlu dilakukan secara 

berkala84. Indikator seperti peningkatan volume penjualan, keterlibatan masyarakat dalam 

pelatihan digital, serta peningkatan pengunjung website dapat dijadikan tolok ukur. 

Pendekatan evaluatif membantu desa dalam mengidentifikasi kelemahan dan menyusun 

strategi perbaikan lebih adaptif dan kontekstual. 

Keberhasilan transformasi digital di Desa Kadubelang akan berdampak pada 

meningkatnya kepercayaan publik terhadap potensi desa. Jika dikelola berkelanjutan, 

branding digital ini bukan hanya memperluas pasar produk desa, tetapi juga menarik peluang 

investasi dan kerja sama antar daerah. Hal ini memperkuat posisi Desa Kadubelang dalam 

ekosistem pembangunan ekonomi daerah berbasis teknologi85. 

Dengan demikian, kesiapan teknologi masyarakat Desa Kadubelang perlu terus 

ditingkatkan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata38. 

Pendekatan ini memastikan digitalisasi tidak hanya menjadi slogan, melainkan praktik nyata 

yang mengubah wajah desa menjadi lebih adaptif, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam 

era transformasi digital nasional. 

 

Rancangan Model Pemberdayaan 

Berdasarkan hasil temuan dari analisis data, disusun model pemberdayaan 

masyarakat yang dirancang untuk mendukung pembangunan desa yang inklusif dan 

berkelanjutan. Model ini mencakup tiga komponen utama: pertama, program literasi digital 

dan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan 

komunitas; kedua, pendekatan partisipatif berbasis komunitas lokal untuk mendorong 

kemandirian dan rasa memiliki terhadap pembangunan desa; dan ketiga, penguatan struktur 

sosial seperti lembaga adat, RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga 

ekonomi desa, yang menjadi fondasi penting dalam transformasi menuju desa yang inklusif 

dan tangguh secara sosial. 

Model pemberdayaan yang dirancang dalam konteks Desa Kadubelang bertujuan 

untuk mengintegrasikan aspek edukatif, partisipatif, dan kelembagaan sebagai pilar utama 
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dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Literasi digital dan 

penyuluhan hukum tidak hanya menjadi kebutuhan dasar dalam era transformasi digital, 

tetapi juga merupakan fondasi dalam menciptakan masyarakat desa yang sadar hak dan 

tanggung jawab sosial-ekonominya.86 

Pelaksanaan literasi digital dilakukan dengan metode yang kontekstual dan berbasis 

praktik langsung, seperti pelatihan penggunaan perangkat digital, pengenalan aplikasi 

layanan publik, hingga manajemen e-commerce sederhana. Hal ini penting mengingat 

sebagian masyarakat masih berada dalam tahapan awal penguasaan teknologi.87 

Dalam aspek penyuluhan hukum, pendekatan berbasis kasus lokal menjadi penting 

agar materi yang disampaikan relevan dan mudah dipahami. Materi meliputi hukum dasar 

koperasi, perlindungan konsumen, regulasi BUMDesa, serta hak-hak petani dan pelaku 

UMKM.88 

Komponen kedua dalam model pemberdayaan adalah pendekatan partisipatif 

berbasis komunitas lokal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, 

bukan objek pembangunan, sehingga terjadi peningkatan rasa memiliki terhadap proses dan 

hasil pembangunan desa.89 

Partisipasi komunitas diperkuat melalui forum musyawarah warga, pelibatan 

kelompok perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas dalam perencanaan program 

desa. Langkah ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam 

pembangunan desa.90 

Komponen ketiga, yakni penguatan struktur sosial desa, merupakan jembatan antara 

nilai-nilai tradisional dan sistem tata kelola modern. Lembaga seperti RT/RW, BPD, dan 

lembaga adat memainkan peran penting sebagai penyambung komunikasi dan harmonisasi 

sosial.91 
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Dalam implementasinya, penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti koperasi dan 

BUMDes juga diintegrasikan dalam model ini. Penguatan dilakukan melalui pelatihan tata 

kelola, peningkatan kapasitas manajerial, serta pendampingan transformasi digital dan 

pemasaran produk desa.92 

Model pemberdayaan ini dirancang dengan prinsip kesinambungan (sustainability), 

yakni setiap tahapan program harus dirancang dengan strategi regenerasi dan transfer 

pengetahuan. Program pelatihan tidak hanya menyasar generasi tua, tetapi juga menyiapkan 

pemuda desa sebagai calon pemimpin dan penggerak ekonomi lokal masa depan.93 

Evaluasi dan monitoring partisipatif menjadi bagian integral dalam model ini. Proses 

evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama, survei partisipatif, dan pelibatan warga dalam 

menilai keberhasilan maupun kekurangan program.94 

Integrasi teknologi informasi dalam setiap aspek model menjadi penguat yang tidak 

terpisahkan. Mulai dari penyuluhan berbasis video digital, penggunaan aplikasi untuk 

pelaporan kegiatan desa, hingga pengarsipan elektronik hasil musyawarah desa.95 
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Model Pemberdayaan yang Dihasilkan 

 

 

 

Model pemberdayaan yang dihasilkan berfokus pada peningkatan kesadaran 

hukum dan kesiapan teknologi masyarakat Desa Kadubelang sebagai fondasi 

pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Model ini mencakup program 

literasi digital untuk memperluas akses dan kemampuan teknologi, serta penyuluhan 

hukum yang meningkatkan pemahaman warga mengenai hak dan kewajiban mereka. 

Pendekatan partisipatif menjadi inti dari model ini, mendorong keterlibatan aktif 

komunitas dalam proses pembangunan, yang diperkuat oleh penguatan struktur sosial 

lokal seperti lembaga adat, perangkat desa, dan kelompok ekonomi desa. Melalui 

sinergi antara literasi digital, edukasi hukum, partisipasi masyarakat, pemuda karang 

taruna, dan penguatan struktur sosial, model ini bertujuan mengakselerasi 

transformasi digital sekaligus memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan 

bagi seluruh warga Desa Kadubelang. 

Model pemberdayaan berbasis literasi hukum dan digital dapat diimplementasikan 

melalui pelatihan berjenjang yang menggabungkan pemahaman hak-hak hukum masyarakat 

dengan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi, administrasi, dan 

Model Pemberdayaan 

Literasi Digital 

- Pelatihan 

- Akses Teknologi 

Pendekatan Partisipatif 

- Keterilibatan Masyarakat 

-Pengembangan Kemandirian

Penguatan Struktur Sosial Lokal 

-Lembaga Adat 

- Perangkat Desa 

-Kelompok Ekonomi Desa

Penyuluhan Hukum 

- Kesadaran Hak Dan Kewajiban 
Kelembagaan 

Pengembangan Desa Inklusif Dan 
Berkelanjutan Berbasis Digital 
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partisipasi publik.96 Pendekatan ini diyakini mampu memperluas dampak pembangunan desa 

karena meningkatkan kapasitas warga untuk mengambil keputusan secara mandiri sekaligus 

memanfaatkan teknologi sebagai alat penggerak kesejahteraan.97 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat 

Desa Kadubelang dalam memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai warga 

negara masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya strategis dalam 

bentuk edukasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih 

optimal dalam proses pembangunan desa. Di samping itu, kesiapan masyarakat Desa 

Kadubelang dalam menghadapi pembangunan berbasis digital juga masih terbatas. 

Rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap teknologi menjadi hambatan 

utama dalam mewujudkan transformasi digital desa yang efektif dan inklusif. 

Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

kesadaran hukum dan kesiapan teknologi, di mana keduanya terbukti menjadi penentu 

penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif. Temuan ini memperkuat 

literatur tentang peran kapasitas sosial dan digital dalam pembangunan lokal, sekaligus 

memberikan kontribusi praktis bagi desa-desa tertinggal di Indonesia karena menunjukkan 

bahwa penguatan literasi hukum harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi digital. 

Dengan demikian, penelitian ini menyediakan dasar empiris untuk merancang program 

pemberdayaan terpadu yang relevan bagi berbagai konteks pedesaan. 

Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa bersama 

dengan pemangku kepentingan lainnya menyelenggarakan program literasi hukum secara 

berkesinambungan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, peningkatan 

kapasitas masyarakat di bidang teknologi juga perlu menjadi fokus utama. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan infrastruktur digital yang 

memadai, sehingga masyarakat Desa Kadubelang mampu menghadapi tantangan 

pembangunan berbasis teknologi dan dapat memanfaatkan berbagai peluang digitalisasi 

secara optimal. 
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Pemerintah desa dan para pemangku kepentingan perlu mengambil langkah konkret 

seperti menyediakan pelatihan literasi hukum dan digital secara terjadwal, memperkuat 

kelembagaan ekonomi desa, serta memastikan infrastruktur teknologi dasar tersedia dan 

dapat diakses oleh seluruh warga. Sinergi antara peningkatan kesadaran hukum dan kesiapan 

teknologi harus terus dikuatkan karena keduanya saling berkaitan dalam menciptakan 

pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini juga relevan bagi desa-desa 

tertinggal lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa, sehingga model 

pemberdayaan terpadu dapat direplikasi sesuai kondisi lokal. Untuk memperdalam cakupan 

kajian, penelitian lanjutan diperlukan guna mengeksplorasi variabel lain seperti 

kepemimpinan desa, budaya organisasi, atau dinamika ekonomi lokal, sehingga strategi 

pembangunan jangka panjang dapat dirancang secara lebih efektif. 
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